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1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Masyarakat pesisir merupakan kelompok yang secara langsung
mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya ikan melalui kegiatan
penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di
wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil.

Sebagian masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan
menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani

usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala
yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan
jangka waktu sangat pendek.

Melihat dan sisi skala usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir
miskin diantaranya terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan
tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu
bermotor tempel. Dengan skala usaha ini, rumah tangga ini hanya mampu
menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, memang mercka
dapat pergi jauh dari pantai dengan cara bekerjasama sebagai mitra perusahaan
besar. Namun usaha dengan hubungan kemitraan seperti tidak begitu banyak dan
berarti dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang begitu banyak.

Masyarakat pesisir memiliki sifat dan karakteristik yang unik karena
dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni ketergantungan pada faktor lingkungan,
ketergantungan pada musim dan ketergantungan pada pasar.

Kampung Malaumkarta merupakan yang Sebagian besar masyarakatnya
sanagat tergantung pada kelestarian pesisir pantai dan merupakan bagian dar
kawasan wisata bahari di Papua Barat yang terletak Kabupaten Sorong, selain
destinasi wisata bahari Raja Ampat yang terkenal di mancanegara. Kampung
Malaumkarta khususnya Pulau Um memiliki wahana wisata bahari yang
ditawarkan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sorong No. 12 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Tahun 2015-
2025, seperti diving, snorkeling, pelepasan tukik, dugong watching, camar
watching, dan wisata peradaban budaya masyarakat adat Moi Kelim di Kampung
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Adat Maladofok. Potensi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang
dikenal dengan nama egek, dapat mencukupi kebutuhan pembangunan fasilitas
umum di Kampung Malaumkarta. Hasil valuasi sosial ekonomi produk
sumberdaya alam dan jasa lingkungan di wilayah adat Moi Kelim sebesar
Rp167,89 M/tahun (AMAN, 2018). Potensi alam dan budaya yang beragam,
memerlukan sentuhan ekonomi kreatif dalam pengembangan pariwisata di
Kampung Malaumkarta.

Penelitian ini untuk analisis aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan,
dengan memperhitungkan penilaian daya dukung lingkungan dan mengestimasi
nilai dan dampak yang akan ditimbulkan Ketika kampung Malaumkarta di jadikan
sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang berbasis masyarakat adat tersebut.

1.2 Tujuan

1. Menganalisis kondisi sosial masyarakat pesisir Kampung Malaumkarta,
Kabupaten Sorong.

2. Menganalisis kondisi ekonomi masyarakat pesisir Kampung Malaumkarta,
Kabupaten Sorong.

3. Menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir Kampung
Malaumkarta, Kabupaten Sorong dalam pelestarian sumber daya pesisir

4. Menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir Kampung
Malaumkarta, Kabupaten Sorong dalam rencana pengembangan destinasi
wisata bahari di Pulau Um.

5 Pemetaan fasilitas sosial dan ekonomi serta peta analisis pengembagan

destinasi wisata bahari di Pulau Um, Kampung Malaumkarta, Kabupaten

Sorong.




IL Tinjauan Pustaka

2.1 Masyarakat Pesisir

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat
meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih
dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air
asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh
proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar,
maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan
hutan dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:
KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir
Terpadu, Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara
ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari
garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan
propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi
kabupaten/kota.

Secara teoritis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tinggal dan
melakukan aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumberdaya wilayah
pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki
ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir
dan lautan. Namun demikian, secara luas masyarakat pesisir dapat pula
didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir
tanpa mempertimbangkan apakah mercka memiliki aktifitas sosial ekonomi yang
terkait dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan.

Menurut Fahmi, Masyarakat pesisir itu sendin dapat didefinisikan
sebagai kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan
sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada

pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.
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2.2 Ciri Khas Wilayah Pesisir

Ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta
sumberdaya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya
intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang
signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan
air laut yang menghasilkan beberapa ekosistem khas dan lain-lain.

Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya
yang terkandung di dalamnya sering tidak mempunyai kepemilikan yang jelas
(open access), kecuali pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti Ambon dengan
kelembagaan sasi, NTB dengan kelembagaan tradisional Awig-awig dan Sangihe
Talaud dengan kelembagaan Maneeh.

Dengan karaktersitik yang khas dan open access tersebut, maka setiap
pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya timbul konflik kepentingan
pemanfaatan ruang dan sumberdaya serta sangat mudah terjadinya degradasi
lingkungan dan problem eksternalitas.

2.3 Karateristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir

Mata pencaharian :sebagian besar penduduk di wilayah pesisir
bermatapencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (marine
resources base), seperti nelayan, petani ikan (budidaya tambak dan laut),
Kemiskinan masyarakat nelayan (problem struktural), penambangan pasir, kayu
mangrove dan lain-lain. Sebagai contoh : Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta
Utara dengan penduduk 17.991 jiwa, sekitar 71.64 % merupakan nelayan (Tahun
2001).

Tingkat pendidikan : sebagian besar penduduk wilayah pesisir memiliki
tingkat pendidikan yang rendah. Sebagai contoh : penduduk Kecamatan
Kepulauan Seribu, Jakarta Utara (Tahun 2001) sekitar 70,10 % merupakan
tamatan Sekolah Dasar (SD) dan sejalan dengan tingkat tersebut, fasilitas
pendidikan yang ada masih sangat terbatas.

Lingkungan pemukiman : kondisi lingkungan pemukiman masyarakat
pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh.
Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat
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kesejahteraa rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya
pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan pokoknya.

2.4 Model dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Wilayah

Model perencanaan : perencanaan masih bias ke up land, meski ada
pengakuan hukum tentang ruang laut (UU No. 24/1992 tentang penataan ruang).
Ruang kawasan pesisir termasuk ruang kawasan tertentu yang perencanaan dan
penataannya terkait dengan produk tata ruang nasional, propinsi dan kabupaten.
Model perencanaan up land menganggap wilayah pesisir given (padahal banyak
interaksi ekonomi dan ekologis) contoh : teori land rent dan teori lokas;. Sebagai
contoh, banyak kota besar di Indomesia yang terletak di pantai mempunyai
perencanaan tata ruang yang bias ke darat. Model perencanaan yang diperlukan
adalah integrasi antara up land dengan wilayah pesisir dan laut untuk membentuk
an area development planning guna mencapai sustainability development (growth,
equity and environmental sustainability), regional stability and nation unity.

Proses perencanaan : Proses perencanaan selama im bersifat sentralistik
(top down panning). Proses perencanaan yang diperlukan adalah pendekatan
perencanaan koordinatif-desentralistik untuk menampung berbagai aspirasi stake
holder dengan menerapan strategic development panning dan public choice.

Output perencanaan : Hasil perencanaan masih belum diimplementasikan
secara optimal mengingat masih banyaknya tumpang tindih bentuk perencanaan
dari berbagai instansi serta belum diakui oleh seluruh stake holder. Dengan
perkataan lain belum menjadi pegangan bagi setiap pihak yang berkepentinngan.
Dari hal tersebut diatas, maka setiap langkah pembangunan, termasuk scktor

swasta akan menemui kendala dan pada gilirannya sumberdaya alam dan

lingkungan akan mengalami tekanan yang besar.

2.5 Sifat dan Proses Perusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Permasalahan yang dihadapi dalam kerusakan sumberdaya dan lingkungan

dicirikan oleh sifat dari proses perusakannya yang berjalan relatif perlahan, namun
dampaknya kebanyakan bersifat menyebar dan komulatif, sehingga pada suatu
saat akan terjadi krisis yang penangulangannya dulit dan mahal. Sedangkan sifat
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pembuat aktivitas yang memberikan dampak negatif pada umumnya merupakan
golongan yang kuat secara sosial, ekonomi dan politik, yang mempunyai limpahan
dan property right yang unggul. Sedangkan penerima dampak merupakan
golongan miskin yang lemah hak-haknya. Dengan demikian disparsitas hak-hak
merupakan dapat menimbulkan perusakan lingkungan. Masalah kekurangan
dalam sistem penilaian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan dalam sistem
ekonomi dan masyarakat, juga menjadi penyebabkan kerusakan. Berlainan dengan
jenis sumberdaya alam lainnya (antara lain sumberdaya manusia dan sumberdaya
buatan yang selalu diperhatikan oleh perencana ckonomi), sumberdaya alam
mengingat nilai-nilai dan jasa-jasanya tidak dihitung dalam sistem ekonomi pasar,
maka nilainya tidak didaftar dalam PDB dan PDRB, sehingga pemeliharaannya
dapat terabaikan. Padahal sumberdaya alam dan lingkungan memilii pernan
penting dan terjadinya kerusakan akan mengancam pertumbuhan ekonomi
nasional dan regenional dan pada gilirannya akan mempertajam tingkat
kesejahteraan dan perbedaaan tingkat hidup antar golongan masyarakat.

Ekologi, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dapat memiliki
keterkaitan yang penting. Mengingat adanya sistem pendukung penghidupan
semesta, vaitu ekosistem yang dapat menentukan ekonomi dunia. Bila lingkungan
fisik digambarkan sebagai kumpulan kemungkinan penggunaan, maka pada
dasarnya ditentukanlah hubungan ekonomi dan ekologi. Kemungkinan-
kemungkinan penggunaan tersebut disebut sebagai fungsi-fungsi lingkungan dan
mungkin akan bersaing satu sama lain. Bila tahap tersebut tercapai, maka unsur
konflik sejalan dengan konsep permukaan kelangkaan (scarcity) dan karenanya
lingkungan akan mempunyai aspek ekonomi. Ekonomi akan menjadi bahasan
penting bila menyangkut kelangkaan dan kompetisi. Konflik tersebut tampaknya
akan mempunyai sifat antar generasi, yang mempunyai pilihan antara
memaksimumkan produksi atau pertumbuhan jangka pendek tak berkelanjutan
atau menggunakan fungsi lingkungan tersebut dengan cara yang lebih
berkelanjutan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa manifestasi ekonomi dari
kejadian kerusakan lingkungan dapat menjadi indikator penting bagi perlunya
penentuan kebijakan yang diarahkan pada pembanguan yang berkelanjutan.

13




Adanya prilaku produsen yang memaksimumkan keuntungan di salah satu
sisi dan prilaku konsumem yang memaksimumkan utilitasnya di sisi lain dalam
memanfaatkan sumberdaya alam yang bersifat open access dan tidak dihitung
dalam sistem pasar dapat mengakibatkan alokasi sumberdaya dan lingkungan
secara ekonomi tidak efisien. Oleh karenanya, diperlukan campur tangan
pemerintah untuk mengatur alokasi sumberdaya tersebut. Namun demikian,
upaya-upaya tersebut sering menemui hambatan karena pelaku ekonomi dan
pemerintah memiliki cara pandang yang berbeda dan informasi yang terbatas
tentang nilai ekonomi dari sumberdaya alam tersebut. Oleh karenanya penilaian
terhadap sumberdaya yang tidak dipasarkan (non market valuation) perlu
dilakukan agar tujuan pembangunan wilayah pesisir dan lautan dapat tercapai.
Pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan (selain ekonomi) dapat dilihat
dari kenyataan bahwa sumberdaya pesisir mempunyai peranan penting dilihat
dilihat dan segi ekologis, diantaranya sebagai penyeimbang ekosistem dan
penyedia kebutuhan hidup bagi hewan. Sebagai contoh ekosistem hutan mangrove
mempunyai keragaman biologi yang tinggi, yang anggota-anggotanya telah
mampu beradaptasi dengan perubahan salinitasi yang tinggi dan beberapa
biotanya memiliki nilai ekonomis tinggi seperti udang, ikan dan kepiting juga
mempunyai fungsi ekologis sebagai nursery ground berbagai ikan dan udag
(Muchsin, 2000) serta dapat menahan abrasi laut. Hasil studi Paryono T.J dkk
(1999), menyebutkan bahwa nilai ckonomi total ekosistem hutan mangrove di
Segara Anakan pada tahun 1999 sebesar Rp 140.880.427.700/tahun atau rata-rata
Rp 8.188.980/ha/tahun. Demikian juga ekosistem terumbu karang (coral reefs?
selain memiliki sumberdaya yag dapat dimanfaatkan untuk konsumsi dan sebagai
objek wisata, khususnya wisata selam, juga mempunyai fungsi ekologis antara
lain tempat mencari makanan, tepat berkembang biak, tempat asuhan nursery
ground, dan tempat memijah (Soedharma, 2000).

Dengan memperhatikan akan arti pentingnya sumberdaya alam pesisir baik
untuk masa sekarang dan akan datang yang diiringi dengan masalah degredasi,
maka diperlukan upaya pengelolaan sumberdaya yang berlandaskan pada
penilaian sumberdaya itu sendiri melalui metodologi valuasi ekonomi. Sehingga
kinerja ekonomi yang buruk akibat sistem ekonomi yang salah urus, yang
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tercermin dari kegagalan kebijakan pemerintah (government failure) terutama
campur tangan yang menyebabkan distorsi dalam sistem ekonomi dan teratasi.
Valuasi Ekonomi (VE) merupakan komponen penting dalam perencanaan dan
pengelolaan sumberdaya pesisir yang mengikuti perdebatan analisis ekonomi serta
lingkungan (economic cum environmental, ECE) yang mengaitkan dimensi-

dimensi ekonomi dan ekologi secara terintegratif (ADB dalam Sanim, 1996).

2.6 Karakteristik Ekosistem Pesisir

Karakteristik dari ekosistem pesisir adalah mempunyai beberapa jumlah
ekosistem yang berada di daerah pesisir. Contoh ekosistem lain yang ikut kedalam
wilayah ekosistem pesisir adalah ekosistem mangrove, ekosistem lamun
( seagrass ), dan ekosistem terumbu karang. Dari ekosistem pesisir ini, masing
masing ekosistem mempunyai sifat- sifat dan karakteristik yang berbeda Beda.
Berikut merupakan penjelasan dari ekosistem pesisir dan faktor pendukungnya:
1. Pasang Surut

Daerah yang terkena pasang surut itu brmacam — macam antara lain gisik,
rataan pasang surut. Lumpur pasang surut, rawa payau, delta, rawa mangrove, dan
Padang rumput (sea grass beds). Rataan pasut adalah suatu mintakat pesisir yang
pembentukannya beraneka, tetapi umumnya halus, pada rataan pasut umumnya
terdapat pola sungai yang saling berhubungan dan sungai utamanya halus, dan
masih labil. Artinya Lumpur tersebut dapat cepat berubah apabila terkena arus
pasang. Pada umumnya rataan pasut telah bervegetasi tetapi belum terlalu rapat,
sedangkan lumpur pasut belum bervegetasi.

2. Estuaria | |
Menurut kamus (Oxford) eustaria adalah muara pasang surut dari sungai

yang besar. Batasan yang umum digunakan saat sekarang, eustaria adalah suatu
tubuh perairan pantai yang semi tertutup, yang mempunyai hubungan bebas
dengan laut terbuka dan didalamnya ait laut terencerkan oleh air tawar yang
berasal dari drainase daratan. Eustaria biasanya sebagai pusat permukiman
berbagai kehidupan. Fungsi dari eustaria cukup banyak antara lain : merupakan
daerah mencari ikan, tempat pembuangan limbah, jalur transportasi, sumber
keperluan air untuk berbagai industri dan tempat rekreasi.
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3. Hutan Mangrove

Hutan mangrove dapat diketemukan pada dacrah yang berlumpur seperti
pada rataan pusat, Lumpur pasut dan eustaria, pada mintakat litoral, Agihannya
terutama di daerah tropis dan subtropis, hutan mangrove kaya tumbuhan yang
hidup bermacam — macam, terdiri dari pohon dan semak yang dapat mencapai
ketinggian 30 m. Species mangrove cukup banyak 20 — 40 pada suatu area dan
pada umumnya dapat tumbuh pada air payau dan air tawar. Fungsi dari mangrove
antara lain sebagai perangkap sedimen dan mengurangi abrasi.

4. Padang Lamun (Sea Grass Beds)

Padang lamun cukup baik pada perairan dangkal atau eustaria apabila sinar
matahari cukup banyak. Habitanya berada terutama pada laut dangkal.
Pertumbuhannya cepat kurang lebih 1.300 — 3.000 gr berat kering/m2/th. Padang
lamun ini mempunya habitat dimana tempatnya bersuhu tropis atau subtropics.
Ciri binatang yang hidup di padang lamun antara lain:

a. Yang hidup di daun lamun

b. Yang makan akar canopy daun

¢. Yang bergerak di bawah canopy daun

d. Yang berlindung di daerah padang lamun
5. Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang merupakan ckosistem dengan tingkat
keanekaragaman tinggi dimana di Wilayah Indonesia yang mempunyai sekitar
18% terumbu karang dunia, dengan keanckaragaman hayati tertinggi di dunia
(lebih dari 18% terumbu karang dunia, serta lebih dari 2500 jenis ikan, 590 jenis
karang batu, 2500 jenis Moluska, dan 1500 jenis udang-udangan) merupakan
ekosistem yang sangat kompleks.

Dapat hidup pada kedalaman hingga 50 meter, memerlukan intensitas
cahaya yang baik untuk dapat melakukan proses fotosintesis, salinitas 30-35ppt
merupakan syarat batas untuk terumbu karang dapat hidup disuatu perairan. Selain
berfungsi sebagai tempat tinggal banyak biota, letaknya yang berada diujung/bibir
pantai juga bermanfaat sebagai pemecah gelombang alami. Keindahannya dengan
warna-warni ikan dan karang membuat terumbu karang dapat menjadi obyek

wisata air, baik snorkeling ataupun selam.
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2.7 Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

Menurut Sain dan Krecth Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T) adalah proses
yang dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-
keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan
sumberdaya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah
perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang

dapat diterima secara politis.

2.8 Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan
Suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan, apabila kegiatan pembangunan

secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan
secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat
membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (capital maintenance),
dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara
ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat
mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan
konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity),
sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Sementara itu,
berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan
pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan,
mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat
(dekratisasi), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004).
Darah pesisir di Indonesia sebenarnya telah mendapat persetujuan dalam
mengatur, mengelola, atau memberdayakan daerahnya masing masing, seperti
dibahas pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ayat-
(2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan kewenangan daerah di
wilayah laut adalah :

« Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas

wilayah laut tersebut
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» Pengaturan kepentingan administratif

» Pengaturan ruang

» Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau
yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah

+ Bantuan penegakan keamanandan kedaulatan Negara.

2.9 Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Pesisir Daerah di Indonesia

Dari pengalaman pengalaman yang sudah berjalan sampai sekarang,
Daerah pesisir di Indonesia yang kebanyakan ditinggali oleh para nelayan,
merupakan daerah yang belum sepenuhnya digali potensinya, hal ini berkaitan
dengan para nelayan itu sendiri sekedar memanfaatkan hasil dari laut berupa ikan,
rumput laut, terumbu karang, lamun, dan sebagainya hanya untuk memenuhi
kebutuhan harian mereka. Sehingga secara garis besar, potensi pesisir yang
diberdayakan oleh para masyarakat sekitar hanya terbatas untuk memenuhi
kebutuhan harian untuk hidup mereka.

Sedangkan pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk
mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan
pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan pesisir
untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian Kabupaten
dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi
pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak discktor pariwisata dan sudah mempunyai
kesadaran yang lebih dibandingkan dengan daerah lain yang belum mempunyai
pengolahan seperti ini.

Mengingat kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan bidang
kelautan yang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru
bagi daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya
dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau kota yang berada di pesisir. Jadi belum

semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir.

2.10 Permasalahan dan Ancaman Potensi Wilayah Indonesia
Pemanfatan dan pengelolaan daerah pesisit yang dilakukan oleh

masyarakat maupun daerah sebagian belum memenuhi ketentuan pemanfaatan
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sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh
terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan lingkungannya. Penyebab degradasi
kondisi daerah pesisir secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan
sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir.

Kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisa dampak lingkungan
pada beberapa daerah juga berpengaruh terhadap ekosistem dipesisir. Perizinan
pengembangan usaha bagi kelangan dunia usaha selama ini sebagian besar
menjadi kewenangan pusat. Kadangkala dalam hal ini pemberian izin tersebut
tanpa memperhatikan kepentingan dacrah dan masyarakat setempat.

Jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan
pengelolaan daerah pesisir dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

+ Pemanfaatan dan pengelolaan daerah belum diatur dengan peraturan
perundang-ungan yang jelas, seingga daerah mengalami kesulitan dalam
menetapkan sesuatu kebijakan.

o Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cendrung bersifat sektoral,
sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama
lain.

« Pemanfatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memperhatikan konsep
daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh
wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan
konflik kepentingan antar daerah.

« Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara
komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah dan
setiap sector timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda

dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir.

2.11 Peran dan Partisipasi Aktif Untuk Melestarikan Ekosistem Pesisir
Dalam upaya menjaga dan merawat kelestarian ekosistem pesisir, bukan hanya
warga masyarakat pesisir saja yang hanya merawat dan melestarikan ekosistem
pesisir. Melainkan hal ini membutuhkan banyak sokongan dan upaya dari
pemerintah serta semua elemen masyarakat. Hal i bisa dilakukana dengan
menggunakan beberapa tahapan baik secara strukturak maupun non-struktural.
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Tetapi pada hal ini, sepertinya pendekatan dengan cara non-struktural atau lebih
dikatakan dengan pendekatan subyektif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang
menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk
berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi
bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya
dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam
sekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat
lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah
dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk
cbrbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan
keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya
penanggulangan masalah kerusakan sumber daya alam tetapi juga hal-hal yang
berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat
dengan usaha ekonomi alternative sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain
yaitu :

« Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan

o Pengembangan keterampilan masyarakat

o Pengembangan kapasitas masyarakat

« Pengembangan kualitas diri

« Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperan serta

o Penggalian dan pengembangan nilai tradisional masyarakat
Oleh karena itu, pelestarian ekosistem pesisir bukan hanya tugas dan keawajiban
dari masyarakat wilayah pesisir, melainkan semua aspek masyarakat yang ada.
Masyarakat umum harus mulai disadarakana bagaimana pentingnya ekosistem
pesisir bagi keberlanjutan kehidupan bagi umat manusia. Meskipun, untuk
kejadian proses alam lingkungan sekitar dan interaksi antara faktor abiotik dan
biotik serta perubahan ekologis hanya bisa di pahami oleh ilmuwan dan pakar
lingkungan, basis data yang didapat dari mereka bisa digunakan untuk sumber
informasi untuk disebarkan lebih luas agar semua masyarakat dapat ikut
melestarikan dan menjaga ekosistem pesisir sehingga proses pengelolaan
ckosistem pesisir bisa berjalan tidak hanya untuk jangka pendek, melainkan bisa
hingga jangka panjang.
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2.12 Cara Perlindungan dan Pelestarian Ekosistem Pesisir

Banyak elemen masyarakat yang sekarang masih kurang peka akan kelestarian

dan keberlanjutan sumberdaya ekosistem pesisir, hal ini apabila tidak di tanggapi
secara serius akan menimbulkan dampak yang cukup berbahaya ke depannya.
Kita tidak mungkin juga hanya bisa menikmati keindahan suatu tempat tanpa

memikirkan dampak jangka panjangnya bagi generasi  penerus.  Berikut
merupakan tahapan yang dapat digunakan untuk perlindungan maupun pelestarian
ekosistem pesisir, diantaranya adalah -

Restorasi. dimaksudkan sebagai upaya untuk menata kembali kawasan
pesisir - sekaligus melakukan aktivitas penghijuan. Untuk melakukan
restorasi perlu memperhatikan pemahaman pola hidrologi, perubahan arus
laut, tipe tanah.

Reorientasi, dimaksudkan sebagai sebuah perencanaan pembangunan yang
berparadigma berkelanjutan sekaligus berwawasan lingkungan. Sehingga
motif ekonomi yang cenderung merusak akan mampu diminimalisasi
Responsivitas, dimaksudkan sebagai sebuah upaya dan pemenntah yang
peka dan tanggap terhadap problematika kerusakan ekosistem pesisir. Hal
ini dapat ditempuh melalui gerakan kesadaran pendidikan dini, maupun
advokasi dan riset dengan berbagai lintas disiplin keilmuan\

Rehabilitasi, gerakan rehabilitasi dimaksudkan sebagai upaya untuk
mengembalikan peran ekosistem pesisir sebagai penyangga kehidupan
biota laut. Salah satu wujud kongkrit pelaksanaan rehabilitasi yaitu dengan
menjadikan kawasan pesisir sebagai area konservasi yang berbasis pada
pendidikan (riset) dan ekowisata

Responsibility, dimaksudkan sebagai upaya untuk menggalang kesadaran
bersama sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

Regulasi, dalam hal ini setiap daerah pasti mempunyai Perda yang telah
diatur secara jelas dan gambling. Maka dari itu, perlu kesadaran dan
kewajiban untuk memenuhi perda yang telah ada dan telah dibuat. Ini bisa
dijadikan  sebuah punishment apabila  tidak dijalankan  secara
serius. Punishment harus dijalankan guna membentuk sikap yang sadar

i




akan Perda yang telah diatur demi keberlangsungan ekosistem pesisir di

masa depan.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian kajian sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kampung Malaumkarta,
Kabupaten Sorong menggunakan metode survey.

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2020 di Kampung
Malaumkarta, Kabupaten Sorong yang merupakan permukiman pesisir, yang
mayoritas penduduknya memanfaatkan sumber daya pesisir seperti pasir,
mangrove dan terumbu karang serta hasil perikanan Jjuga wisata bahari untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3.3 Penentuan Responden

Populasi penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang bermukim di Kampung
Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Metode digunakan untuk
menentukan jumlah responden adalah metode acak sederhana dengan mengambil
10% dari jumlah total populasi, schingga jumlah responden yang terpilih sebanyak
100 responden.

3.4 Teknik Pengambilan data, Jenis dan Sumber Data

Teknik Pengambilan data yang dilakukan dengan wawancara langsung

menggunakan daftar kuesioner. Sedangkan jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh dari hasil
wawancara dengan masyarakat menggunakan kuesioner meliputi identitas
responden, aspek sosial, aspek ekonomi responden serta persepsi dan
partisipasi dalam pelestarian ekosistem pesisir dan pengembangan destinasi
wisata bahari.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait yang
berhubungan dengan penelitian ini. Seperti monografi kampung, atau

gambaran umum tentang kampung.




3.5 Analisis Data

tabulasi dan analisis interpretatif. Analisis secara tabulasi untuk mengetahui
persepsi dan sikap masyarakat terhadap keberadaan ekosistem pesisir yang
dinyatakan dalam persen (%) dan disajikan dalam bentuk diagram,
selanjutnya dilakukan interpretasi.

Untuk aspek ekonomi digunakan analisis pendapatan  untuk menghitung
pendapatan responden.

Pemetaan fasilitas sosial dan ekonomi menggunakan interpretasi citra satelit,
pengolahan data spasial dan analisis dengan Sistem Informasi Geografis

(SIG).
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